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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan
seluruh rekan kerja, sehingga buku Laporan Kinerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah
selesai disusun. Laporan Kinerja BPSDM ini merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
seluruh program dan kegiatan BPSDM tahun anggaran
2018.

Program dan kegiatan BPSDM mempunyai tujuan
mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) yang berintegritas, orientasi misi, professional, visioner dan etika-
akhlakul karimah (iProve). Pada era percepatan pembangunan ini, SDM PUPR
mempunyai peran yang sangat penting. SDM PUPR menjadi motor penggerak
dalam pembangunan infrastruktur, sehingga harus mumpuni dari sisi teknis serta
memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai PUPR. SDM PUPR juga sesuai
dengan maoBekera Keras, Bérgerak Cepat dan Bertindak Tepato , di harapka
mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sampai dengan pengawasan
pembangunannya. Melihat pentingnya peran SDM tersebut, BPSDM telah
melakukan berbagai upaya strategis dalam pengembangan SDM selama tahun
2018. Seluruh kegiatan telah diselaraskan dengan k ebutuhan Unit Organisasi,
sebagai problem solver di lapangan serta pemenuhan gap kompetensi SDM PUPR.

Tahun 2018, sesuai dengan hasil review Renstra Kementerian PUPR, program
Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh BPSDM, mempunyai sasaran
fMeningkatnya SDM PUPR yang Kompeteno dengan i ndi kator K i
fPersentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompetena Melalui Laporan Kinerja
tahun 2018 ini, digambarkan kinerja yang telah dicapai BPSDM selama tahun 2018
dalam mewujudkan SDM PUPR yang kompeten. Tidak dapat dipungkiri dalam
pencapaian kinerja tahun 2018, masih terdapat kendala dan permasalahan yang
dihadapi, untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan
agar dapat meningkatkan kinerja ke depan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan wujud
pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atas
penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selama
tahun anggaran 2018. Pelaksanaan program pengembangan SDM mempunyai
sasaran fMeningkatnya SDM PUPR yang Kompeteng dengan indikator kinerja
a d a | Retsenfase Peningkatan SDM PUPR yang Kompetena Pada tahun 2018,
target persentase peningkatan SDM PUPR yang kompeten, yang harus dicapai
BPSDM adalah sebesar 55%. Target ini merupakan target kumulatif dari tahun 2015,

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPSDM.

Dalam mencapai sasaran program pengembangan SDM, berbagai kegiatan telah
dilaksanakan, diantaranya yang menjadi kegiatan utama adalah penilaian
kompetensi, pemantauan Kkinerja, pemetaan karir, pengembangan kompetensi
(pendidikan dan pelatihan), dan pengembangan jabatan fungsional. Kegiatan-
kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Badan, 4 (empat) Pusat
dan 13 (tiga belas) Balai. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian
sasaran program pengembangan SDM ini, telah didesain dengan menyesuaikan
kebutuhan strategis unit organisasi, problem solver di lapangan serta pemenuhan
gap kompetensi SDM PUPR. Sehingga, kegiatan BPSDM tahun 2018 dapat lebih
bermanfaat bagi organisasi Kementerian PUPR.

BPSDM dalam melaksanakan program pengembangan SDM tahun 2018, mendapat
amanah pagu anggaran sebesar Rp495.064.373.000,00,-. Pagu anggaran ini
dialokasikan pada setiap unit kerja untuk digunakan dalam pelaksanaan berbagai
kegiatan strategis, reguler, dan pendukung guna menghasilkan output dan mencapai
outcome BPSDM yang lebih efektif. Ditinjau dari realisasi keuangan dan fisik, kinerja
BPSDM tahun 2018 termasuk dalam kategori memuaskan, dengan realisasi
keuangan sebesar Rp462.988.452.000,- (93,52%) dan realisasi fisik sebesar
99,64%. BPSDM juga telah berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten
sebanyak 10.152 orang di tahun 2018. Dengan demikian, sesuai metode
pengukuran yang telah ditetapkan BPSDM bahwa capaian akan dihitung secara

kumulatif, maka dengan memperhatikan capaian sejak tahun 2015 sampai dengan
ﬂyaitu sebanyak 16.935 orang dan di tahun 2018 sebanyak 10.152 orang




sehingga total kumulatif capaian akhir di tahun 2018 adalah sebanyak 27.087 orang
atau 68,79% dari baseline 39.377 orang SDM PUPR. Angka baseline ini diperoleh
dari jumlah seluruh SDM PUPR Pusat di tahun 2018 yaitu 22.349 orang
ditambahkan jumlah SDM PUPR Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi
pada tahun 2015 - 2018 yaitu sebanyak 17.028 orang. Sehingga, kinerja BPSDM
yang dihitung dengan membandingkan target dan capaian sasaran program
Pengembangan SDM adalah sebesar 125,07%. BPSDM juga melalui pelaksanaan
kegiatan di seluruh unit kerjanya telah berhasil mewujudkan 12.221 orang terlatih
melalui pelatihan, 684 orang terdidik melalui penyelenggaraan pendidikan, 22.027
orang terpantau kinerjanya melalui penyelenggaraan pemantauan kinerja, 8.633
orang telah dinilai kompetensinya melalui kegiatan penilaian kompetensi, dan
melaksanakan pengembangan jabatan fungsional sebanyak 387 orang.

Berbagai capaian yang diperoleh BPSDM tidak terlepas dari kinerja seluruh unsur
organisasi BPSDM serta dukungan dan kerjasama dari para stakeholder terkait.
Atas kinerja seluruh unsur organisasi BPSDM serta dukungan para stakeholder,
berbagai penghargaan dari pihak ketiga juga diperoleh BPSDM sepanjang 2018,
diantaranya BPSDM terakreditasi sebagai Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang
PUPR oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), beberapa Balai berhasil
memperoleh Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan oleh LAN dan Akreditasi sebagai
penyelenggara pelatihan dan uji sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedepannya BPSDM

akan terus melakukan perbaikan guna mencapai outcome dan manfaat

pengembangan SDM yang lebih optimal.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
yang menjadi program prioritas dalam pembangunan nasional telah memasuki tahun ke
empat untuk periode 2015-2019, sehingga sangat diperlukan percepatan dalam
pelaksanaannya. Percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tentunya
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang merupakan modal
utama dalam mencapai keberhasilan mewujudkan infrastruktur PUPR yang berkualitas serta

handal.

Badan Pengembangan SDM (BPSDM) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Tahun 2018 merupakan tahun keempat pada periode 2015-2019, bagi BPSDM
untuk dapat mewujudkan SDM PUPR yang kompeten melalui pelaksanaan program
pengembangan SDM. Terkait hal tersebut, BPSDM memiliki sasaran program vyaitu
fMeningkatnya SDM PUPR yang Kompeteno dengan target setiap tahunnya merupakan
besarnya persentase peningkatan SDM PUPR yang Kompeten.

Program pengembangan SDM yang dilaksanakan BPSDM selama tahun 2018 telah
mengarah pada terwujudnya SDM PUPR yang kompeten, yang mampu melaksanakan
percepatan pembangunan infrastruktur guna mencapai target-target pembangunan sampai
dengan akhir tahun 2019 ke depan. Sisa waktu untuk periode pembangunan 2015 i 2019
yang sangat sedikit serta melihat juga besarnya tantangan global pembangunan
infrastruktur, membutuhkan SDM PUPR yang mampu bekerja cepat, tepat waktu, tepat mutu
serta tepat biaya. Dengan demikian program pengembangan SDM tahun 2018 perlu
disesuaikan dengan kebutuhan strategis unit organisasi, temuan/dinamika di lapangan, gap

kompetensi SDM PUPR serta tantangan global yang berkembang saat ini.

Sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2017, BPSDM telah berhasil mewujudkan
SDM PUPR yang kompeten sebanyak 16.935 orang (tertuang pada Laporan Kinereja
BPSDM Tahun 2017) atau sebesar 43,33% sebagai persentase peningkatan SDM PUPR
yang kompeten. Pada tahun 2018, BPSDM memiliki target sasaran program sebesar 55%.
Target ini merupakan target kumulatif 2015-2018 yang telah diamanatkan dalam Peraturan
Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat Tahun 20157 2019. Menyesuaikan jumlah SDM PUPR Pusat saat ini dan
adanya penambahan jumlah SDM PUPR yang mengikuti peningkatan kompetensi sampai
dengan 2018, maka baseline yang digunakan pada tahun 2018 sebagai dasar pengukuran
capaian adalah 39.377 orang SDM PUPR. Penyesuaian angka baseline ini diperloleh dari
jumlah SDM PUPR Pusat tahun 2018 sebanyak 22.349 orang ditambah jumlah SDM PUPR
Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi dari tahun 2015 sampai dengan 2018
sebanyak 17.028 orang. Sehingga, target 55% yang harus dicapai BPSDM jika
dikuantitatifkan dari 39.377 orang SDM PUPR adalah 21.657 orang yang harus meningkat

kompetensinya secara kumulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Memperhatikan pentingnya SDM dalam mencapai target pembangunan infrastruktur,
BPSDM berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mencetak SDM PUPR yang
kompeten. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan SDM telah dirancang
secara sistematis mulai dari penilaian kompetensi, pemantauan kinerja, pemetaan Kkarir,
pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan kompetensi SDM. Keseluruhan
rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara efektif guna mencapai sasaran dan tujuan

yang diharapkan.

Laporan Kinerja BPSDM ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas
pencapaian pelaksanaan program pengembangan SDM selama tahun anggaran 2018.
Melalui Laporan Kinerja BPSDM tergambar juga bagaimana proses pelaksanaan program
pengembangan SDM dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik berupa
anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta digambarkan juga efektifitas

dan efisiensi yang diperoleh dalam mencapai sasaran program pengembangan SDM.

1.2 Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian PUPR, BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDM
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya
manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;
c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;




e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya
manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM memiliki 5 (lima) unit

kerja tingkat eselon Il, yaitu:

1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM
Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan
SDM.

2. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja
Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas
melaksanakan penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja

sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PUPR.

3. Pusdiklat SDA dan Konstruksi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

4. Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang

jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

5. Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan
Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan
teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelathan manajemen, serta

pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional.

BPSDM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan teknis operasional
dalam pelaksanaan pengembangan SDM. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 20
tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT di BPSDM terdiri dari:




1. Balai Diklat PUPR Wilayah |1 IX
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR bertugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan (diklat) pegawai bidang PUPR. Balai Diklat PUPR berada di 9 (sembilan)
wilayah yaitu:
a. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah | Medan
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah | Medan mencakup Prov. Sumatera
Utara; Prov. Aceh; Prov. Riau; Prov. Kepulauan Riau; dan Prov. Sumatera Barat.
b. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah Il Palembang
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah Il Palembang mencakup Prov.
Sumatera Selatan; Prov. Kep. Bangka Belitung; Prov. Jambi; Prov. Bengkulu;

dan Prov. Lampung.

c. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah Il Jakarta
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah Il Jakarta mencakup Prov. DKI
Jakarta; Kota Bogor; Kota Depok; Kota Bekasi; Kota Tangerang; dan Kota
Tangerang Selatan.

d. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah 1V Bandung mencakup Prov. Jawa
Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi); dan Prov.
Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang

Selatan).

e. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah V Yogyakarta mencakup Prov. DI

Yogyakarta; Prov. Jawa Tengah; Kabupaten Ponorogo; dan Kabupaten Pacitan.

f. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VI Surabaya mencakup Prov. Jawa
Timur (Selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan); Prov. Bali; Prov.

Nusa Tenggara Barat; dan Prov. Nusa Tenggara Timur.

g. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VII Banjarmasin mencakup Prov.
Kalimantan Selatan; Prov. Kalimantan Timur; Prov. Kalimantan Tengah; Prov.

Kalimantan Barat; dan Prov. Kalimantan Utara.

h. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makasar
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VIII Makasar mencakup Prov.
Sulawesi Selatan; Prov. Sulawesi Utara; Prov. Sulawesi Barat; Prov. Sulawesi

Tengah; Prov. Sulawesi Tenggara; Prov. Gorontalo; dan Prov. Maluku Utara.




i. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura
Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah X Jayapura mencakup Prov. Papua;
Prov. Papua Barat; dan Prov. Maluku.

WILAYAH KERJA BALAI
di lingkungan BPSDM
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Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai di Lingkungan Badan Pengembangan SDM

2. Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi
Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang
sumber daya air dan konstruksi yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Balai ini berlokasi di Bandung, dan

wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

3. Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW
Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan
dan pelatihan bidang jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan
oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Balai ini berlokasi di Bandung, dan wilayah
kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

4. Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman
Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman
mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang
perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Balai ini

berlokasi di Semarang, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.




5. Balai Penilaian Kompetensi

Balai Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian potensi,

kompetensi

dan unjuk kerja meliputi

seleksi, pemetaan,

penempatan, dan

pengelolaan kerjasama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Balai ini berlokasi di DKI

Jakarta, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

1.3 Struktur Organisasi

]
SEKRETARIAT
BADAN
|
BAGIAN KEPE’(’;GAW:‘ AN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN . KEUANGAN DAN DATA DAN
EVALUASI ORGANISASL DAN UMUM INFORMASI
TATA LAKSANA
I I I ]
PUSAT
PUSAT PUSAT
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMILAIAN KOMPETENSI PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
SUMBER DAYA AIR MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN
DAN PEMANTAUAN KINERJA DAN KONSTRUKS! DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
INFRASTRUKTUR WILAYAH
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
DAN UMUM DAN UMUM DAN UMUM DAN UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENILAIAN KOMPETENSI || TEKNIK DAN MATERI TEKNIK DAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN EVALUASI SUMBER DAYA AIR JALAN DAN JEMBATAN MANAJEMEN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
1 PEMETAAN KARIR | TEKNIK DAN MATERI || TEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
DAN EVALUASI KONSTRUKSI PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
INFRASTRUKTUR WILAYAH
BIDANG
BIDANG BIDANG
L PEMANTAUAN KINERJA — \ \
AN EVALUASI EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN
TTTTTTTITTTTTT
—— KELOMPOK JABATAN —
UPTIBALAI 1 FUNGSIONAL mE
[ENEEEEE NN

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM
Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

1.4 Isu Strategis
Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu program penting yang
dilakukan Kementerian PUPR melalui BPSDM untuk mencetak SDM Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang berkualitas. Beberapa isu strategis dan tantangan dalam
pelaksanaan pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR periode 2015-2019
Periode pembangunan 2015-2019 memasuki tahun ke keempat pada awal tahun
2018 ini. Langkah percepatan perlu dilakukan untuk mengejar target yang telah

ditentukan sehingga diharapkan seluruhnya tercapai pada akhir tahun 2019.




Pengembangan SDM merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam
percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui program pengembangan SDM,
tentunya akan dapat meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam
pembangunan infrastruktur. Dengan bekal SDM yang kompeten, pelaksanaan
pembangunan semestinya dapat dilakukan lebih cepat lagi, sehingga target yang

ditetapkan dapat tercapai.

Kebutuhan ASN yang berkualifikasi ahli di bidang PUPR

Besarnya target pembangunan infrastruktur, menuntut banyaknya kebutuhan SDM
ahli di bidang PUPR. Penanganan pembangunan infrastruktur oleh SDM ahli di
bidangnya akan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur yang terbangun. Jumlah
SDM ahli bidang PUPR masih belum mencukupi kebutuhan saat ini. SDM PUPR
sebagian besar belum secara spesifik mempunyai keahlian khusus di bidang PUPR
yang diakui atau sesuai standar nasional.

Pengembangan SDM berbasis kinerja dan berbasis kompetensi

Pengembangan SDM sesuai dengan undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014
harus didasarkan pada sistem merit yaitu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang
dibutuhkan. Saat ini, pengembangan SDM berdasarkan sistem merit belum
diterapkan secara optimal. Pengembangan SDM mulai dari awal karir sampai
dengan akhir masa tugas belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kinerja
yang dipersyaratkan. Penerapan sistem merit dalam pengembangan SDM sangat
diperlukan dalam rangka perbaikan kinerja pegawai yang berujung pada perbaikan

kinerja organisasi.

Pengembangan kompetensi SDM belum menjawab kebutuhan Unit Organisasi
SDM PUPR dituntut memiliki kompetensi dan kinerja tinggi baik sebagai regulator,
fasilitator maupun implementator dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas,
bermanfaat dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan SDM yang kompeten
dan Dberkinerja tinggi sangat diperlukan pengembangan kompetensi SDM.
Pengembangan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan,

magang, seminar dan lain sebagainya.

Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang mempunyai bidang
kerja yang beragam antara lain bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, cipta
karya, perumahan, permukiman dan juga bidang konstruksi, sehingga diperlukan
pengembangan kompetensi SDM yang dikhususkan kepada keahlian sesuai

dengan bidang-bidang tersebut.



Pengembangan SDM yang dikhususkan pada kebutuhan kompetensi pelaksanaan
tugas unit organisasi baik berupa keahlian atau keterampilan dapat diwujudkan
melalui penyelenggaraan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Selama ini
model pengembangan SDM belum mengarah pada kebutuhan kompetensi di setiap
unit organisasi. Pengembangan kompetensi yang dilakukan, walaupun sudah
mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan dan perilaku, belum secara

spesifik mengarah untuk suatu kompetensi tertentu sesuai yang dibutuhkan unit

organisasi.




BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Kementerian PUPR mempunyai visi di tahun 2015-2019 vaitu A Ter wuj udnya
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Roy o n i6i tersebut tentunya dapat tercapai dengan dukungan SDM PUPR yang
kompeten. Sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR yang mempunyai tanggung jawab
mewujudkan SDM PUPR yang kompeten, BPSDM mempunyai visi yang sama dengan visi

kementerian PUPR. Dalam mencapai visinya, BPSDM mempunyai misi sebagai berikut:

menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM bidang PUPR Pusat dan Daerah;
2. melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi, dan evaluasi kinerja

SDM PUPR;

meningkatkan kompetensi SDM PUPR,;

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM bidang

PUPR.

Misi yang dilakukan BPSDM dalam mencapai visinya, juga mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM PUPR. Tujuan tersebut dicapai melalui program
pengembangan SDM dengan sasaran program fiMeningkatnya SDM PUPR vyang
Ko mp et @an indikator kinerja program yaitu i P e r s e rPenangl@atan SDM PUPR
yang Kompet e nSasaran program dan indikator kinerja program BPSDM disajikan dalam
Tabel 2.1. Program Pengembangan SDM PUPR sesuai dengan peta startegis Kementerian
PUPR, mendukung sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu fiMeningkatnya Tata Kelola

Kementerian PUPRO.

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM 2015-2019

Target |
Sasaran Program/ Satuan
Indikator

Program Pengembangan SDM Bidang PUPR

2015 2016 2017 | 2018 | 2019 | Total

Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten

Persentase Peningkatan SDM
PUPR yang Kompeten
Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 20157 2019

1 % 10 25 40 55 75 75




Pada Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015i 2019, terdapat penyesuaian sasaran program
pengembangan SDM yang semula fMeningkatnya Persentase Kompetensi SDM PUPR
sesuai dengan Per sy anemgadiamMeha magtkan dy a SDM PUPR
Ko mp e t. Beméntara persentase target sasaran program tidak mengalami perubahan.

Persentase target sasaran program pengembangan SDM PUPR semakin meningkat
setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 yaitu sebesar 10% hingga pada tahun 2019
mempunyai target sebesar 75%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 peningkatan
kompetensi SDM PUPR ditargetkan meningkat sebesar 15% per tahun, sementara pada
tahun 2019 ditargetkan dapat meningkat sebesar 20%. Persentase Peningkatan SDM PUPR
yang kompeten sebesar 75% diharapkan merupakan kondisi ideal SDM PUPR, yang akan
dicapai melalui program pengembangan SDM. Persentase peningkatan SDM PUPR yang
kompeten sebesar 75% pada tahun 2019, dapat menjadi bentuk pencapaian pembangunan
SDM PUPR sebagai aktor dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR yang

handal.

Pada Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 telah diuraikan sasaran kegiatan
yang diproyeksikan dapat mendukung langsung pencapaian program pengembangan SDM
bidang PUPR. Matriks Sasaran Kegiatan Program Pengembangan SDM 2015-2019
disajikan pada Tabel 2.2.

Pelaksanaan kegiatan utama BPSDM dirumuskan ke dalam 5 (lima) kelompok kegiatan
yang dilaksanakan oleh unit kerja tingkat eselon 1l beserta Balai/lUPT di Badan

Pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran,
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Monev
serta SIM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM dan
Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX.

2. Kegiatan 2 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dan

Pemantauan Kinerja (Pusat 1) dan Balai Penilaian Kompetensi.

3. Kegiatan 3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan
Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi (Pusat 2) dan Balai
Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, serta
Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX.
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4. Kegiatan 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusat 3), Balai Uji Coba
Sistem Diklat Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan
Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, serta
Balai Diklat PUPR Wilayah Ii IX.

5. Kegiatan 2.5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan
Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh (Pusat 4), serta
Balai Diklat PUPR Wilayah 17 IX.

Tabel 2.2 Matriks Sasaran Kegiatan pada Program Pengembangan SDM 2015-2019

TARGET
KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN PRO- PROYEKSI
JOUTPUT/INDIKATOR SN RiELEAE] YEKSI CAPAIAN TOTAL
2015 | 2016 2017 2018 | 2019

Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelnggaraan Pendidikan Pelatighan, Pembinaan,
Pembinaan Monev serta SIM
SASARAN KEGIATAN 1: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1 Dukungan manajemen (_1an _ Laporan/ 50 51 1 1 1 104
pelaksanaan tugas teknis lainnya Layanan

2 | ASN yang Terdidik Orang 991 0 0 0 0 991

3 | ASN yang Terlatih Orang 11.970 10.470 8.000 0 0 30.440

KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
SASARAN KEGIATAN 2: Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja
Jumlah orang yang dinilai

1 . Orang 6.620 6.620 8.389 7.408 7.000 36.037
Kompetensinya
Jumlah orang yang dievaluasi
2 Kinerjanya Orang 22.435 22.446 23.000 23.000 23.000 113.881
3 | Jumlah orang direncanakan karirnya Orang - 200 500 8.500 4.000 13.200

KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
SASARAN KEGIATAN 3: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi
Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan
1 | Konstruksi yang ditingkatkan Orang 515 465 327 3.940 3.110 8.357
Kompetensinya
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

SASARAN KEGIATAN 4: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya

Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan,
1 | Perumahan, Permukiman dan Orang 546 298 254 5.464 3.219 9.781
Pengembangan Infrastruktur Wilayah

yang ditingkatkan Kompetensinya
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL

SASARAN KEGIATAN 5: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Jumlah SDM PUPR Bidang

1 | Manajemen dan Pengembangan
Jabatan Fungsional yang ditingkatkan
Kompetensinya

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 20157 2019.

Orang 5.890 1.293 908 3.826 1.100 13.017
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2.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, Menteri PUPR memberi amanah kepada Kepala Badan Pengembangan
SDM untuk melaksanakan program pengembangan SDM Bidang PUPR, dengan target dan
indikator kinerja tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada awal tahun 2018, melalui
Perjanjian Kinerja (PK) telah disepakati bahwa sasaran program pengembangan SDM
Bidang PUPR adalah iMeningkatnya Persentase Kompetensi SDM PUPR sesuai dengan
Persyaratan Jabatano , d e mdidgadon kinerja ialaho Persentase Kompetensi SDM PUPR
sesuai dengan Perdaytargetkinaja55%.abat ano

Pada pertengahan tahun 2018, terdapat revisi perjanjian kinerja yang disebabkan
karena adanya perubahan pada sasaran program Pengembangan SDM sesuai dengan
Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Tahun 20151 2019. Sasaran program pengembangan SDM semula

adalah AiMeni ngkatnya Persentase Kompetensi SDM

J ab at selamutnya diubah menjadi Meni ngkatnya SDM PUPR

Perubahan sasaran program juga diikuti dengan perubahan indikator sasaran program

tersebut y aRetsantasmPeminghadan SOM PUPR yang Kompeteno , sedangkan

target kinerja masih sama dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 yaitu
sebesar 55%. Matriks Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2018 disajikan
pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2018

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
Meningkatnya SDM PUPR yang Persentase Peningkatan SDM
1. 55%
Kompeten PUPR yang Kompeten

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 20157 2019
Sasaran program beserta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala
Badan Pengembangan SDM, pencapaiannya didukung ddengan pelaksanaan kegiatan
disetiap unit kerja di BPSDM. Sehingga Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja di BPSDM,
mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM. Dokumen Perjanjian
Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM disajikan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.
Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja di BPSDM disampaikan pada

lampiran.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan  : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama

VL2 e

M. BASUKI HADIMULJONO LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

My

| Tre

@)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 |Meningkatnya persentase kompetensi sumber daya| ! Persentase kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan persyaratan Jabatan 55%
manusé Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sesual dengan persyaratan jabatan
Program : Anggaran
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 495.064.373.000

JAKARTA,  JANUARI 2018

MENTERI PEKERJIAAN UMUM KEPALA BADAN

DAN PERUMAHAN RAKYAT PENGEMBANGAN IBER DAYA MANUSIA
7 —
M. BASUKI HADIMULJONO LOLLY MARTINA MARTIEF

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2018
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
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Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2018
Pihak Kedua Pihak Pertapaa

FRINA~ iy

M. BASUKI HADIMULJONO LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN DAYA = KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
no| 'SASARAN PROGRAM | iR INDIKATOR KINERJA | vamGer
[ (2) | 3) | (4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 [Menngkatrisa sumber days manusis Pekerjaan | 1 Persentase peninghatan Sumber Daya Manuse Pekerjaan Umum dan Perumalian Rakyst yang kompeten 5%

U dan Perumahan Rakyat yang kompeten

Program : Anggaran
1 Pengembangan Sumber Days Manusa Rp. 495 064,373,000

JAKARTA, AGUSTUS 2018

MENTERT PEKERJAAN UMUM KEPALA BADAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT ANGAN SUMBER DAYA
M. BASUKI HADIMULIONO Y MARTINA MARTIEF

Gambar 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2018
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2.3 Metode Pengukuran
Pengukuran kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi sangat penting
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap
target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Badan Pengembangan SDM
secara umum dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah

ditetapkan.
1. Pengukuran Capaian dan Kinerja Program

Badan Pengembangan SDM mempunyai sasaran program i Meni ngkat nya SDI
PUPR vyang K o depgan mdikator kinerja program vyaitu i Per sent ase
Peningkatan SDM PUPR. BadantahunR@l8) pasget parséntase

peningkatan SDM PUPR yang kompeten adalah sebesar 55%. Target ini merupakan

kumulatif persentase target program tahun 2015 sampai dengan 2018, sehingga

pengukuran capaian tidak terlepas dari capaian program tahun sebelumnya yaitu

capaian tahun 2015, 2016, dan 2017.

Program Pengembangan SDM dilaksanakan dengan beberapa kegiatan utama yaitu:

a. Penilaian Kompetensi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur
tingkat kompetensi SDM, yang hasilnya berupa potret SDM yang kompeten dan
belum kompeten.

b. Pemantauan Kinerja, merupakan Kkegiatan yang dilaksanakan untuk
memonitoring dan evaluasi kinerja SDM PUPR.

c. Pemetaan Karir, merupakan kegiatan pemetaan karir SDM PUPR berdasarkan
kompetensi dan kinerja.

d. Pendidikan, merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan
melalui pendidikan formal baik di Perguruan Tinggi ataupun Universitas dalam
bentuk tugas belajar.

e. Pelatihan, merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan
melalui pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan dan
pelatihan dasar (pra jabatan)

f. Pengembangan Jabatan Fungsional, kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pembentukan, pengangkatan, dan pengembangan profesi jabatan fungsional.

Selanjutnya berdasarkan output kegiatan-kegiatan utama tersebut serta
memperhatikan bahwa sasaran program Pengembangan SDM adalah
AMeni ngkatnya SDM PUPR yang Kompeteno, ma k a
menetapkan kegiatan yang secara secara langsung dapat meningkatkan kompetensi
SDM PUPR yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut,
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capaian pendidikan dan pelatihan menjadi unsur yang dihitung sebagai capaian
program Pengembangan SDM. Unsur lain yang diperhitungkan menjadi capaian
program Pengembangan SDM adalah SDM PUPR yang kompeten berdasarkan hasil
penilaian kompetensi. Kegiatan penilaian kompetensi yang dilakukan untuk
mengukur tingkat kompetensi SDM PUPR, sebenarnya tidak secara langsung
merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM PUPR. Tetapi
dengan mempertimbangkan bahwa melalui kegiatan penilaian kompetensi diketahui
jumlah SDM PUPR yang kompeten, maka capaian program Pengembangan SDM
juga dihitung dari unsur tersebut. Dengan demikian Badan Pengembangan SDM
menetapkan 5 (lima) unsur yang dihitung sebagai capaian program Pengembangan
SDM vyaitu:
a. SDM PUPR Pusat lulus pelatihan berdasarkan Gap Kompetensi.
Gap kompetensi merupakan salah satu dasar pelaksanaan pelatihan. SDM
PUPR yang memiliki Gap kompetensi perlu dilakukan pengembangan melalui
pelatihan untuk menjadi SDM PUPR yang kompeten. SDM PUPR yang semula
memiliki Gap kompetensi (belum kompeten) menjadi kompeten setelah
setelah lulus pelatihan, sehingga jumlah SDM PUPR Iulus pelatihan
berdasarkan Gap dihitung sebagai salah satu capaian program pengembangan
SDM.
b. SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan.
Pelatihan tidak hanya diselenggarakan berdasarkan Gap kompetensi,
melainkan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan strategis unit organisasi.
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi SDM PUPR,
sehingga SDM PUPR lulus pelatihan dapat menjadi ukuran keberhasilan
program pengembangan SDM. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan
Pengembangan SDM menetapkan SDM PUPR lulus pelatihan yang akan
dihitung sebagai capaian program pengembangan SDM adalah yang lulus
pelatihan dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan dan Sangat Memuaskan.
c. SDM PUPR Daerah Lulus Pelatihan.
Pelatihan diselenggarakan Badan Pengembangan SDM juga dapat diikuti oleh
SDM PUPR Daerah. Sehingga SDM PUPR Daerah yang menjadi kompeten
setelah lulus pelatihan juga menjadi ukuran capaian program pengembangan
SDM. Serupa dengan SDM PUPR Pusat lulus pelatihan yang akan dihitung
sebagai capaian program adalah yang lulus dengan kualifikasi Baik Sekali,

Memuaskan dan Sangat Memuaskan.
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d. SDM PUPR Lulus Pendidikan.
Selain pelatihan, upaya peningkatan kompetensi juga dapat dilaksanakan
melalui pendidikan. Pendidikan diselenggarakan baik melalui program
beasiswa oleh Kementerian PUPR atau pun melalui program beasiswa dari
Kementerian/Lembaga donor lainnya.

e. SDM PUPR Pusat yang Kompeten dari Penilaian Kompetensi.
Penilaian kompetensi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengetahui kompeten atau tidak kompeten SDM PUPR. SDM PUPR yang
kompeten berdasarkan hasil penilaian kompetensi, dihitung sebagai capaian
program pengembangan SDM. Kriteria SDM PUPR yang kompeten dari
penilaian kompetensi yang akan dihitung sebagai capaian program adalah
yang hasil penilaiannya Melebihi Persyaratan (MP), Memenuhi Syarat (MS),
dan Cukup Memenuhi Syarat (CMS).

Tabel 2.4 Unsur Perhitungan Capaian Program Pengembangan SDM

No. ‘ Unsur Perhitungan Keterangan
1. | SDM PUPR Pusat lulus pelatihan | SDM PUPR Pusat yang memiliki GAP
berdasarkan GAP Kompetensi Kompetensi dan menjadi kompeten setelah
pelatihan

2. | SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan | SDM PUPR Pusat yang menjadi kompeten
setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten
setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi
Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat

Memuaskan
3. | SDM PUPR Daerah Lulus SDM PUPR Daerah yang menjadi kompeten
Pelatihan setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten

setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi
Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat
Memuaskan

4. | SDM PUPR Lulus Pendidikan SDM PUPR Kompeten melalui pendidikan

5. | SDM PUPR Pusat Kompeten dari | PNS PUPR Pusat kompeten dari penilaian
Penilaian Kompetensi kompetensi (assessment)

Dengan memperhatikan target peningkatan kompetensi SDM yang tidak hanya bagi
SDM PUPR Pusat, tetapi juga bagi SDM PUPR Daerah, maka baseline persentase
yang digunakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 39.377 orang. Angka baseline ini
meliputi 22.349 orang pegawai Kementerian PUPR (SDM PUPR Pusat) pada tahun
2018, dan 17.028 orang pegawai PUPR Pemerintah Daerah (SDM PUPR Daerah)
yang dihitung dari jumlah SDM PUPR Pemerintah Daerah mengikuti pendidikan dan
pelatihan di tahun 2015 sampai dengan 2018. Penyesuaian baseline dari semula
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39.084 orang pada tahun 2017 menjadi 39.377 orang, terjadi dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya perubahan jumlah SDM PUPR Pusat (penambahan melalui rekrutmen
dan pengurangan karena pensiun).

2. Program pengembangan SDM yang dilaksanakan selama tahun 2018 tidak
hanya diperuntukkan bagi SDM PUPR Pusat tetapi juga bagi SDM PUPR
Daerah.

Berdasarkan baseline yang digunakan pada tahun 2018 adalah 39.377 orang, maka
target tahun 2018 yaitu 55% jika diukur secara kuantitatif adalah sebanyak 21.657
orang SDM PUPR yang kompeten (kumulatif dari tahun 2015 - 2018). Pada tahun
2015-2017 Badan Pengembangan SDM melalui program pengembangan SDM telah
berhasil mewujudkan 16.935 orang SDM PUPR yang kompeten. Dengan demikian,
yang harus dicapai selama tahun 2018 yaitu 21.657 orang 7 16.935 orang = 4.722
orang SDM PUPR yang kompeten. Matriks target capaian sasaran program

pengembangan SDM dan baseline perhitungan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Matriks Target Sasaran Program Pengembangan SDM dan Baseline
Perhitungan

Program/Sasaran Program/ Target Renstra

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR

Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten

55% 75%

Persentase Peningkatan SDM PUPR
yang Kompeten

10% 25% 40% Target 21.657 orang

Baseline 39.377 orang

Kinerja program pengembangan SDM PUPR sebagai ukuran kinerja Badan
Pengembangan SDM, selanjutnya dihitung dari persentase capaian program
dibandingkan target program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan
Pengembangan SDM 2015-2019.

2. Pengukuran Capaian dan Kinerja Kegiatan
Sasaran program pengembangan SDM PUPR dicapai melalui beberapa kegiatan
utama pengembangan SDM. Pengukuran capaian kegiatan pengembangan SDM
disajikan sesuai Tabel 2.6, sedangkan kinerja kegiatan dihitung berdasarkan

perbandingan capaian dan target yang ditetapkan.
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Tabel 2.6 Perhitungan Capaian Kegiatan Pengembangan SDM

Program/Kegiatan/Sasaran

O Kegiatan/Output

Satuan |

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR

Pengukuran Capaian

Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan
Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

Sasaran Kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainya
1. Dukungan manajemen dan
o Layanan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
Layanan Dukungan Manajemen Jumlah layanan dukungan manajemen
1. Layanan .
Eselon | eselon | yang dilaksanakan
Jumlah layanan internal yang
2. | Layanan Internal (Overhead) Layanan | dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM
dan 9 Balai Diklat
3. | Layanan Perkantoran Bulan Jumlah layanan perkantoran yang

dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun

Kegiatan 2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

serta Pemetaan Karir

Sasaran Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja

1. Jumlah orang yang dinilai

Jumlah SDM yang telah mengikuti

Kompetensinya ity penilaian kompetensi (assessment)
. . Jumlah PNS yang terpantau kinerjanya
2. Jumlah orang yang dievaluasi L .
Kineri Orang berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai
inerjanya
(SKP)
3. Jumlah orang direncanakan karirnya Orang J“”?'ah PS PO 'telah R
kegiatan pemetaan karir
Dukungan Kebijakan Jumlah dokumen kebijakan
Teknis/NSPK Penilaian teknis/NSPK Penilaian Kompetensi,
1. . . Dokumen N
Kompetensi, Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan
dan Pemetaan Karir ASN PUPR karir yang telah disusun
L Jumlah PNS PUPR yang terpantau
2. | Pengelolaan Kinerja ASN PUPR Orang kinerjanya berdasarkan SKP
. : Jumlah SDM yang telah mengikuti
3. | Penilaian Kompetensi ASN PUPR Orang penilaian kompetensi (assessment)
4. | Pemetaan Karir ASN PUPR Orang Jum_lah PNS PUPR tel"’.‘h mengikut
kegiatan pemetaan karir
5. | Peralatan dan Perlengkapan Unit Jumlah pengadaan peralatan dan
perlengkapan
6. | Layanan Internal (Overhead) Layanan nglah layanan internal yang
dilaksanakan
Layanan Perkantoran Bulan Jumlah layanan perkantoran yang

dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun
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Program/Kegiatan/Sasaran
Kegiatan/Output

Satuan |

Pengukuran Capaian

Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan

Konstruksi

Sasaran Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan

Konstruksi

1. Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan

Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan ditambah jumlah ASN yang

Konstruksi yang gkt Ol mengikuti pelatihan bidang SDA dan
Kompetensinya K !
onstruksi
1. | ASN yang Terlatih Orang Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan
bidang SDA dan Konstruksi
2. | Pengembangan Pola, Teknik, Dokumen | Jumlah dokumen yang telah disusun:
Kurikulum dan Modul Kediklatan a. Dokumen Pola dan Teknik
Kediklatan
b. Dokumen Kurikulum dan Modul
¢. Dokumen Kurikulum dan modul
yang di uji coba
3. | ASN yang Terdidik Orang Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan selama tahun 2018
4. | Layanan Internal (Overhead) Layanan | Jumlah layanan internal yang
dilaksanakan oleh Pusdiklat Sumber
Daya Air dan Konstruksi berserta BUC
Sistem Diklat SDA dan Konstruksi
5. | Layanan Perkantoran Bulan Jumlah layanan perkantoran yang

dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun

Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
yang ditingkatkan Kompetensinya

Orang

Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan ditambah jumlah ASN
yang mengikuti pelatihan bidang
Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. | ASN yang Terlatih

Orang

Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan
bidang Jalan, Perumahan,
Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

2. | Pengembangan Pola, Teknik,
Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen

Jumlah dokumen yang telah disusun:

a. Dokumen Pola dan Teknik
Kediklatan

b. Dokumen Kurikulum dan Modul

c. Dokumen Kurikulum dan modul
yang di uji coba

3. | ASN yang Terdidik

Orang

Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan selama tahun 2018

4. | Layanan Internal (Overhead)

Layanan

Jumlah layanan internal yang
dilaksanakan oleh Pusdiklat Jalan,
Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
BUC Sistem Diklat Jalan dan PIW,
serta BUC Sistem Diklat Perkim

5. | Layanan Perkantoran

Bulan

Jumlah layanan perkantoran yang
dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun
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Program/Kegiatan/Sasaran

Kegiatan/Output Satuan \ Pengukuran Capaian

Kegiatan 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan
Jabatan Fungsional
Sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jumlah ASN yang mengikuti
Manajemen dan Pengembangan Orang pendidikan ditambah jumlah ASN yang
Jabatan Fungsional yang ditingkatkan mengikuti pelatihan bidang
Kompetensinya Manajemen
1. | ASN yang Terlatih Orang Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan
bidang Manajemen
2. | Pengembangan Pola, Tehnik, Dokumen | Jumlah dokumen yang telah disusun:
Kurikulum dan Modul Kediklatan a. Dokumen Pola dan Teknik
Kediklatan
b. Dokumen Kurikulum dan Modul
3. | Pengembangan Jabatan Orang Jumlah PNS yang telah mendapat
Fungsional rekomendasi pengangkatan jafung
4. | ASN yang Terdidik Orang Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan selama tahun 2018
5. | Layanan Internal (Overhead) Layanan | Jumlah layanan internal yang
dilaksanakan oleh Pusdiklat Menjafung
6. | Layanan Perkantoran Bulan Jumlah layanan perkantoran yang
dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018, setiap sasaran kegiatan
program pengembangan SDM bidang PUPR memiliki output utama yang menjadi
indikator sasaran kegiatannya. Berikut uraian output utama yang menjadi indikator

sasaran setiap kegiatan:

a. Pada sasaran kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan target
satuan layanan, yang terdiri dari berbagai output kegiatan pendukung manajemen
eselon 1, Layanan Internal (Overhead) dan Layanan Perkantoran.

b. Pada sasaran kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi,
Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir, indikator sasaran kegiatan utamanya
ialah Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya, Jumlah orang yang
dievaluasi Kinerjanya, dan Jumlah orang direncanakan karirnya dengan target
satuan orang, yang terdiri dari output kegiatan Penilaian Kompetensi ASN PUPR,
Pengelolaan Kinerja ASN PUPR, dan Pemetaan Karir ASN PUPR.

c. Pada sasaran kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya
Air dan Konstruksi, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah Jumlah SDM
PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya, dengan
target satuan Orang, yang terdiri dari output kegiatan ASN yang Terlatih dan ASN
yang Terdidik.
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d. Pada sasaran kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, indikator
sasaran kegiatan utamanya ialah Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan
Kompetensinya, dengan target satuan Orang, yang terdiri dari output kegiatan
ASN yang Terlatih dan ASN yang Terdidik.

e. Pada sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen
dan Pengembangan Jabatan Fungsional, indikator sasaran kegiatan utamanya
ialah Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan
Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya, dengan target satuan Orang, yang

terdiri dari output kegiatan ASN yang Terlatih dan ASN yang Terdidik.

2.4 Target Tahun 2018 Menurut Renstra

Pada tahun 2018, BPSDM mempunyai sasaran program meningkatnya SDM PUPR
yang kompeten dengan target sebesar 55%. Target ini merupakan kumulatif dari tahun
20157 2018. Seperti yang telah diuraikan pada sub bab 2.3, baseline yang digunakan untuk
menghitung capaian di tahun 2018 adalah sebanyak 39.377 orang yang merupakan total
dari jumlah SDM PUPR Pusat di tahun 2018 ditambah jumlah SDM PUPR Daerah yang
mengikuti peningkatan kompetensi selama 2015 - 2018. Sehingga, secara kuantitatif target
yang harus dicapai pada 2018 adalah sebanyak 21.657 orang (55% dari 39.377 orang).
Sasaran Program Badan Pengembangan SDM Tahun 2018 disajikan juga pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Sasaran Program Badan Pengembangan SDM Tahun 2018

Sasaran Program/Indikator Kinerja Satuan

Program Pengembangan SDM PUPR

Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten

Persentase Peningkatan SDM PUPR yang
1 % 55
Kompeten
Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 20151 2019

Dalam mencapai target tersebut, BPSDM melaksanakan beberapa sasaran kegiatan
dengan target output yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan SDM PUPR yang
kompeten. Kegiatan tersebut dirumuskan ke dalam 5 (lima) kelompok kegiatan yang
dilaksanakan oleh unit kerja tingkat Eselon Il dan Balai/lUPT di BPSDM dengan target setiap
kegiatan disajikan pada Tabel 2.8.
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Tabel 2.8 Target Kegiatan Badan Pengembangan SDM Tahun 2018 Menurut Renstra

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Output

Target Reviu
Renstra 2018

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR

Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran Kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Layanan 1
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon | Layanan 1
2 Layanan Internal (Overhead) Layanan 10
3 Layanan Perkantoran Bulan 12

Kegiatan 2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Sasaran Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan

Karir
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya Orang 7.408
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya Orang 23.000
3. Jumlah orang direncanakan karirnya Orang 8.500
1 Dukungan Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Dokumen 12
Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR
2 Pengelolaan Kinerja ASN PUPR Orang 23.000
3 Penilaian Kompetensi ASN PUPR Orang 7.408
4 Pemetaan Karir ASN PUPR Orang 1.000
5 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1
6 Layanan Perkantoran Bulan 12
Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
Sasaran Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi
1. Jumlah S_DM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Orang 3.940
Kompetensinya
ASN yang Terlatih Orang 3.670
2 Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan Dokumen 16
3 ASN yang Terdidik Orang 270
4 Layanan Internal (Overhead) Layanan 2
5 Layanan Perkantoran Bulan 12

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya e 5.464
1 ASN yang Terlatih Orang 5.167
2 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan Dokumen 43
3 ASN yang Terdidik Orang 297
4 Layanan Internal (Overhead) Layanan 3
5 Layanan Perkantoran Bulan 12

Fungsional

Kegiatan 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan

Fungsional

Sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan

1. Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan

Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya QIEg Y
1 ASN yang Terlatih Orang 3.700
2 Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan Dokumen 5
3 Pengembangan Jabatan Fungsional Orang 500
4 ASN yang Terdidik Orang 126
5 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1
6 Layanan Perkantoran Bulan 12

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.
13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 20157 2019
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BAB Il
KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Pencapaian program pengembangan SDM bidang PUPR, tidak terlepas dari upaya para
pegawai internal BPSDM. Pegawai yang ada di BPSDM menjadi kunci bagi pencapaian
program pengembangan SDM bidang PUPR. Program pengembangan SDM bidang PUPR
yang didominasi dengan kegiatan peningkatan kompetensi, tentunya membutuhkan SDM
yang kompeten dengan kata lain kegiatan peningkatan kompetensi semestinya dilakukan
oleh pegawai BPSDM yang kompeten.

Sampai dengan tahun 2018, jumlah PNS BPSDM terus mengalami penurunan
dikarenakan banyaknya pegawai yang telah masuki masa pensiun, dan belum diimbangi
dengan rekrutmen PNS baru. Dengan demikian, besarnya beban kerja dalam pelaksanaan
pengembangan SDM belum sesuai dengan jumlah PNS yang ada saat ini, sehingga
BPSDM masih perlu memberdayakan pegawai non PNS. Adapun total pegawai BPSDM
saat ini adalah sebanyak 772 orang, dengan perbandingan jumlah PNS sebanyak 447
orang (58%) dan non PNS sebanyak 325 orang (42%). Grafik 3.1 menyajikan komposisi
PNS dan non PNS di lingkungan BPSDM.

Non PNS
325
42%

Gambar 3.1 Grafik Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS

Jumlah SDM sebanyak 772 orang tersebut tersebar di 18 (delapan belas) unit kerja,
baik yang bekerja di Sekretariat BPSDM, Pusat serta Balai yang lokasinya tersebar di
seluruh Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, kondisi pegawai BPSDM disajikan pada
Tabel 3.1.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pegawai di BPSDM didominasi oleh pegawai laki-
laki yaitu sebanyak 66%, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 34%.
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Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

. . PNS Jumlah Non-PNS Jumlah
No. Unit Kerja L P PNS L P | Non-PNS
1 Kepala BPSDM & Sekretariat Badan _ 24 16 40 19 8 27
Pengembangan Sumber Daya Manusia
2 | Widyaiswara Sekretariat BPSDM 12 0 12 0 0 0
3 | Widyaiswara Pusdiklat Menjafung 17 2 19 0 0 0
4 Pusat Penllalar] qupeten5| dan 9 17 26 12 5 17
Pemantauan Kinerja
5 Pusat Rendldlkan dan P_elatlhan Sumber 19 4 23 20 13 33
Daya Air dan Konstruksi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
6 Perumahan Permukiman dan 16 17 33 16 16 32
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
7 | Manajemen dan Pengembangan 11 11 22 17 10 27
Fungsional
8 | Balai Diklat PUPR Wilayah | Medan 13 15 28 16 9 25
9 | Balai Diklat PUPR Wilayah Il Palembang 15 11 26 4 2 6
10 | Balai Diklat PUPR Wilayah lIl Jakarta 13 8 21 16 2 18
11 | Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung 18 9 27 10 2 12
12 | Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta 12 10 22 9 4 13
13 | Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya 26 7 33 11 2 13
14 Balgl lelat. PUPR Wilayah VII 7 4 11 12 3 15
Banjarmasin
15 | Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar 11 8 19 18 6 24
16 | Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura 9 7 16 11 2 13
17 Balai Uji C_oba Sistem Diklat SDA dan 13 4 17 10 5 15
Konstruksi
18 Eﬁ/l\(;u Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan 15 5 20 11 3 14
19 Balai Uji Copa Sistem Diklat Perumahan 14 6 20 10 1 11
dan Permukiman
20 | Balai Penilaian Kompetensi 7 5 12 7 3 10
Total 281 166 229 96
Persentase 63% 37% a4t 70% 30% -
Grand Total 772

Keterangan: L = Laki-laki, P= Perempuan
Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, 2018

Berdasarkan golongan ruang, komposisi PNS BPSDM adalah sebagai berikut: golongan

IV sebanyak 79 orang (18%), golongan lll sebanyak 254 orang (57%), golongan Il sebanyak

98 orang (22%), dan golongan | sebanyak 16 orang (3%). Dari data tersebut dapat diketahui

bahwa BPSDM didominasi oleh PNS golongan lll, yang diikuti dengan PNS golongan Il dan

golongan IV. Dalam hal ini, setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah PNS pensiun, yang

tidak diimbangi dengan rekrutmen PNS dimana formasi pengadaannya sangat terbatas.

Grafik komposisi PNS berdasarkan golongan ruang disajikan pada Gambar 3.2 sedangkan

sebaran untuk setiap unit kerja disajikan pada Tabel 3.2.
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Gol Il

Gambar 3.2 Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Gol |
16

Gol IV
79

Gol |
254

57%

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

. . Golongan
No. Unit Kerja v M T | Jumlah
Kepala BPSDM & Sekretariat Badan
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia ! 29 2 2 40
2 | Widyaiswara Sekretariat BPSDM 12 0 0 0 12
3 | Widyaiswara Pusdiklat Menjafung 19 0 0 0 19
4 Pusat Penilaialj Ko_mpetensi dan 7 18 1 0 26
Pemantauan Kinerja
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber
5 Daya Air dan Konstruksi 4 15 4 0 23
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
6 | Perumahan Permukiman dan 6 23 4 0 33
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
7 | Manajemen dan Pengembangan 7 15 0 0 22
Fungsional
8 | Balai Diklat PUPR Wilayah | Medan 2 20 6 0 28
9 | Balai Diklat PUPR Wilayah Il Palembang 0 14 12 0 26
10 | Balai Diklat PUPR Wilayah Il Jakarta 2 13 4 2 21
11 | Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung 3 18 6 0 27
12 | Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta 2 14 4 2 22
13 | Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya 1 15 13 4 33
14 | Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin 1 6 4 0 11
15 | Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar 1 12 4 2 19
16 | Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura 1 9 6 0 16
17 Balai Uji C_oba Sistem Diklat SDA dan 0 7 9 1 17
Konstruksi
18 | Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW 1 7 10 2 20
19 Balai Uji Cot_)a Sistem Diklat Perumahan 2 11 6 1 20
dan Permukiman
20 | Balai Penilaian Kompetensi 1 8 3 0 12
Total 79 254 98 16 447
Persentase 18% 57% 22% 3% 100%

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, 2018

Selanjutnya, kondisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagai

berikut: PNS dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 11 orang (2,5%), S2 sebanyak 156
orang (35%), S1 sebanyak 140 orang (31%), D3 sebanyak 11 orang (2,5%) dan SMA ke
bawah sebanyak 129 orang (29%). Grafik komposisi jumlah PNS berdasarkan tingkat

pendidikan disajikan pada Gambar 3.3. Sedangkan, untuk pegawai Non PNS BPSDM
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berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S2 sebanyak 3 orang (1%), S1 sebanyak 143 orang
(44%), D3 sebanyak 29 orang (9%), dan SMA ke bawah sebanyak 150 orang (46%).

Hingga saat ini, mayoritas tingkat pendidikan PNS BPSDM yaitu tingkat pendidikan S2
dengan persentase 35%, kemudian diiikuti dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 31% dan
tingkat pendidikan SMA ke bawah sebesar 29%. Sedangkan, tingkat pendidikan non PNS
BPSDM masih didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah
dengan persentase 46%, yang diikuti dengan pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan
S1 sebesar 44%. Dalam hal ini, pegawai non PNS diberdayagunakan untuk menempati
posisi sebagai pegawai administrasi, pramubakti, pengemudi, dan satpam. Rekapitulasi
jumlah PNS dan non PNS BPSDM berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 3.3.

S3
SMA ke bawa a———— 13
129 3% S2

156

29%
350

D3
1.

2%

S1
140
31%

Gambar 3.3 Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PNS Non PNS
No Unit Kerja Tingkat Pendidikan = 'll;c’)jgl Tingkat Pendidikan — N TOtF?lilS
on
S3 S2 S1 D3 Kebawah S3 S2 S1 D3 Kebawah
1 Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan 0 20 13 1 6 40 0 0 13 5 9 27
Sumber Daya Manusia
2 | Widyaiswara Sekretariat BPSDM 3 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
3 | Widyaiswara Pusdiklat Menjafung 6 13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
4 | Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 0 14 10 1 1 26 0 0 10 2 5 17
5 Pusat Pen_didikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan 1 10 7 2 3 23 0 0 20 5 8 33
Konstruksi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan
6 Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 19 10 L 3 e 0 0 7 4 1 -
7 Pusat Pendidikan dan I_:’elatihan Manajemen dan 0 9 12 0 1 29 0 1 12 5 9 27
Pengembangan Fungsional
8 | Balai Diklat PUPR Wilayah | Medan 0 4 12 0 12 28 0 0 17 0 8 25
9 | Balai Diklat PUPR Wilayah Il Palembang 1 3 11 0 11 26 0 0 3 0 3 6
10 | Balai Diklat PUPR Wilayah Ill Jakarta 0 7 6 1 7 21 0 0 6 2 10 18
11 | Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung 0 9 5 1 12 27 0 0 6 0 6 12
12 | Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta 0 7 7 1 7 22 0 1 4 1 7 13
13 | Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya 0 9 5 1 18 33 0 0 1 0 12 13
14 | Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin 0 4 3 0 4 11 0 0 3 2 10 15
15 | Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar 0 4 8 0 7 19 0 0 12 0 12 24
16 | Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura 0 3 6 0 7 16 0 0 6 0 7 13
17 | Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi 0 3 5 0 9 17 0 0 4 2 9 15
18 | Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW 0 2 6 0 12 20 0 0 3 1 10 14
19 | Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman 0 4 9 2 5 20 0 0 1 0 10 11
20 | Balai Penilaian Kompetensi 0 3 5 0 4 12 0 1 5 0 4 10
Total 11 156 | 140 11 129 247 0 3 143 29 150 325
Persentase 2,5% | 35% | 31% | 2,5% 29% 0% 1% | 44% 9% 46%

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, 2018
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Berdasarkan kelompok jabatan, komposisi PNS BPSDM adalah sebagai berikut:
Pejabat Eselon | dan Eselon Il sebanyak 6 (enam) orang (1%), Pejabat Eselon Ill sebanyak
32 orang (7%), Pejabat Eselon IV sebanyak 81 orang (18%), Pejabat Fungsional Umum
(JFU)/Pelaksana sebanyak 279 orang (63%), dan Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)
sebanyak 49 orang (11%). Grafik Kelompok Jabatan PNS di BPSDM disajikan pada Gambar
3.4, sementara Rincian Kelompok Jabatan PNS di BPSDM Per Unit Kerja disajikan pada
Tabel 3.4.

Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)/Jafung Per Jenjang Jabatan di BPSDM meliputi
Pejabat Fungsional jenjang Pertama sebanyak 4 (empat) orang (8%), Pejabat Fungsional
jenjang Muda sebanyak 6 (enam) orang (12%), Pejabat Fungsional jenjang Madya
sebanyak 8 (delapan) orang (17%), dan Pejabat Fungsional jenjang Utama sebanyak 31
orang (63%). Dalam hal ini, Pejabat Fungsional didominasi oleh Jabatan Fungsional
Widyaiswara. Grafik Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)/Jafung Per Jenjang Jabatan di
BPSDM disajikan pada Gambar 3.5.

Eselon 1& 11 Jafung/JFT _Eselon il
6 32
1% 7%

Eselon IV

_— &

18%

Gambar 3.4 Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan

JF Pertama

4
8% JF Muda

JF Madya
8
17%

Gambar 3.5 Grafik Komposisi Jumlah Pejabat Fungsional (JFT) Berdasarkan Jenjang Jabatan
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